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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuar Pasal 6 Peraturan Dacrah
Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950, Halaman 86-92),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupst,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Q04 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);



10.
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12.

13.

Undang.y

Pengemlaar:ld:ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Negara Repub"li-n Tanggunawab Keuangan Negara (Lembaran
tk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang_

Perenc
Repub
Lemb

an‘;ﬁans Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
ik Indo Cm‘banguna_n Nasional (Lembaran Negara

nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

E:Sang-l}ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Le angan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
’(1‘ m;) aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia| Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 'I‘ahun. 2007 tentang Perubahan
Ketiga  atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
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16.
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19.

20.

ten -

poang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 927

5 ggotg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
SPUblk Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lem
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenfans
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
Sebagaimana telah diuban dengan Peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 20105 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,




Menetapkan :
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21. :;eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
RCUang'an dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Sk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand{ir
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran ~ Negard Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun A ion
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahu.n
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

08. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2017. :



Pasal 1

Pend :
pnggeren Fencapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. pendapatan :

a. Pendapat_an Asli Daerah Rp. 520.859.490.133,00
b. Dana Perimbangan Rp. 2.055.686.531.834,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah Rp. 491.675.291.055,00
Jumlah Pendapatan Rp.3.068.221.313.072,00
9. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.610.200.878.754,00
2) Belanja Hibah Rp. 25.565.000.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp.  11.222.750.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada
Prov/Kab/Kota dan Pemdes Rp.  14.795.802.460,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 601.375.113.100,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 4.000.000.000,00
Rp.2.267.159.544.314,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 33.434.654.046,00
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 695.228.1 19.630,00
3) Belanja Modal Rp. 427.419.418.623,00

Rp. 1.156.082.192.299,00

Jumlah Belanja Rp. 3.423.241.736.613,00

Defisit Rp. 355.020.423.541,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 382.020.423.541,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 355.020.423.541,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Sebagain.'lana' dimaksgd dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,




Pasa] 3

.paran APBD sebagaj !
peﬂﬁ;iran Il yang merugakr;narll; qlmaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lam glan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

jsksanaan penjabaran APBp yang dj
bbih lanjut dalam dokumen pelaksinézt
_esuai dengan ketentuan Perundang-

ur dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
Nl anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pasal 5

peraturan Bupati ini mulai berlaj,, Pada tanggal diundangkan

Ager Set;ip oe:::ngw. rn;:ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan p patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal § ( (JF( 3y
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